
3.3  SPIP berdampak pada efektivitas dan 
efisien pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintah daerah

3.4 Terwujudnya 
pengendalian risiko 

yang memadai

IK : Rata-rata skor evaluasi sub unsur Maturitas 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

IK : Rata -rata skor evaluasi 
komponen MRI

4.3 Meningkatnya Perangkat Daerah yang 
menerapkan SPIP

4.4  Meningkatnya 
Perangkat Daerah 

yang menerapkan MR

4.5 Meningkatnya Perangkat 
Daerah yang menindaklanjuti 

hasil survey SPI KPK

4.6 Meningkatnya Komitmen 
Perangkat Daerah dalam 

Pembangunan Zona Integritas

4.7 Meningkatnya 
tingkat kepatuhan 

LHKPN

4.8 Meningkatnya kualitas 
pengelolaan gratifikasi

4.9 Terwujudnya penerapan 
WBS dan benturan 

kepentingan pada Perangkat 
Daerah

4.10 Meningkatnya 
profesionalisme pelaksanaan 

pengawasan (asurans) dan 
konsulting

4.11 Meningkatnya manajemen 
pengawasan

4.12 Meningkatnya 
kompetensi SDM APIP

4.13 Meningkatnya  sinergitas 
pengawasan dan penanganan 

pengaduan masyarakat 
berkadar pengawasan 

IK : Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan 
SPIP 

IK : Persentase Perangkat 
Daerah yang menerapkan 

MR

IK : Persentase Perangkat Daerah 
yang menindaklanjuti hasil survey SPI 

KPK

IK: Perangkat Daerah  yang memenuhi 
kelayakan Zona Integritas nasional

IK : Persentase capain 
pelaporan LHKPN 100%

IK : Persentase penanganan 
pelaporan gratifikasi

IK : Persentase penanganan 
pelaporan WBS dan benturan 

kepentingan

IK : 
indeks Survey Kepuasan Pelaksanaan 

pengawasan

IK : Persentase PKPT yang terlaksana 
sesuai rencana 

IK : Persentase APIP yang memiliki 
sertifikasi pelatihan /Diklat sesuai 

ketentuan/kebutuhan

IK : Persentase penyelesaian pengaduan 
masyarakat yang berkadar pengawasan

5.1 Terlaksananya 
Pemantauan TL hasil 

pengawasan dengan tujuan 
tertentu pada Perangkat 

Daerah

5.2 Terlaksananya 
pemantauan TL hasil audit 

5.3 Terlaksananya 
pemantauan TL hasil reviu

5.4 Terlaksananya 
pemantauan TL hasil 

monitoring

5.5 Terlaksannya 
pemantauan TL hasil 

evaluasi

5.6 Terlaksananya kegiatan 
pemantauan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Eksternal

5.7 Terlaksananya  Evaluasi 
SAKIP PD

5.8 Terlaksananya 
Pembinaan implementasi 

SAKIP OPD

5.9 Terevaluasinya Perangkat Daerah 
terkait implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah

5.10 Terevaluasinya 
Perangkat Daerah 

terkait implementasi 
MR

5. 11 Terlaksananya 
sosialisasi  survey SPI KPK 

pada Perangkat Daerah

5.12 Terlaksananya Penilaian 
Internal Zona Integritas pada 

Perangkat Daerah yang 
diusulkan

5.13 Terlaksananya 
monitoring kepatuhan 

pelaporan LHKPN

5.14 Terlaksananya 
pemantauan kepatuhan 

pelaporan gratifikasi

5.15 Terlaksananya 
pemantauan kepatuhan 

pelaporan WBS dan Benturan 
Kepentingan

5.16 Terlaksanya survey 
terhadap auditi/entitas

5.17 Terlaksananya Rencana 
pengawasan

5.18 Tersedianya APIP yang 
telah mengikuti/lulus 

pelatihan/diklat teknis

5.19 Terlaksananya 
penyelesaian pengaduan  

IK : Jumlah laporan pemantauan TL  
pengawasan dengan tujuan tertentu

IK : Jumlah Laporan pemantauan TL 
hasil Audit

IK : Jumlah Laporan pemantauan TL 
Hasil reviu

IK : Jumlah Laporan pemantauan TL 
Hasil monitoring

IK  Jumlah Laporan pemantauan TL 
Hasil Evaluasi

IK : Jumlah Laporan pemantauan  
Tindak LanjutL  hasil Pemeriksaan 

Eksternal 
IK : Jumlah  LHE SAKIP internal PD Cross cutting bappeda dan organisasi IK : Jumlah Perangkat Daerah yang terevaluasi SPIP

 IK : Jumlah Perangkat 
Daerah yang terevaluasi MR

IK : Jumlah Perangkat Daerah yang di 
sosialisasi

IK : Jumlah LKE dan LHE PD yang dinilai 
secara mandiri oleh TIM Penilai Internal 

APIP

IK : Jumlah Wajib lapor yang 
melaporkan

IK : Jumlah laporan gratifikasi
IK : Jumlah laporan WBS dan 

benturan kepentingan
IK : Jumlah entitas yang dilaksanakan 

survey kepuasan
IK : Jumlah Pelaksanaan pengawasan

IK :  Jumlah APIP yang mengikuti 
pendidikan dan pelatihan 

IK : Jumlah Laporan monitoring  
penyelesaian  pengaduan

6.1 Terlaksananya 
pengawasan dengan tujuan 

tertentu pada Perangkat 
Daerah

6.2  Terlaksananya audit 6.3 Terlaksananya reviu
6.4 Terlaksananya 

monitoring
6.5 Terlaksannya evaluasi

6.6 Terlaksananya Tindak 
lanjut hasil evaluasi SAKIP 

internal PD

IK : Jumlah laporan pengawasan 
dengan tujuan tertentu

IK : Jumlah Laporan hasil Audit IK : Jumlah Laporan Hasil reviu IK : Jumlah Laporan Hasil monitoring IK  Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
IK  Jumlah PD yang dilaksanakan 

pemantauan TL hasil LHE
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2.2  Meningkatnya kualitas manajemen risiko dan  integritas anti korupsi

IK : 1. Nilai MRI
2. Nilai IEPK

2.1  Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah

IK: 1.Nilai Evaluasi AKIP Kemenpan RB komponen evaluasi akuntabilitas internal 
2. Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang berstatus sesuai

1. Meningkatnya integritas dan kualitas pengendalian Internal PEMDA
IK : Nilai Maturitas SPIP

2.3  Meningkatnya kapabilitas APIP

IK: Nilai Kapabilitas APIP

IK : Rata-rata skor evaluasi  elemen Kapabilitas APIP

4.1  Meningkatnya kepatuhan PD dalam pemenuhan TL hasil pengawasan

IK :  Persentase PD  yang memenuhi dokumen Tindak Lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan

3.1  Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

IK : Persentase dokumen Tindak Lanjut OPD yang cukup dan memadai  

3.5 Meningkatnya budaya pencegahan korupsi

IK : Persentase PD yang mengimplementasikan budaya Pencegahan korupsi 

4.2 Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP OPD

IK : persentase OPD yang telah mengimplementasikan SAKIP sesuai LKE 

3.2 Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal 
pemerintah daerah 

IK : Persentase PD yang mendapat  predikat AKIP  A  

3.6 Meningkatnya kualitas  implementasi infrastruktur dan pemenuhan topik elemen Peningkatan Kapabilitas APIP


